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BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI BANGLI  

NOMOR 36 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

BERBASIS KINERJA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI , 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6207); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 

2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6208); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS 

KINERJA. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri  Sipil Berbasis Kinerja (Berita 
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagai 
berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah,  sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 4 

 
(1) TPPNS diberikan kepada Pegawai yaitu: 

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama/Struktural Eselon II, 
Administrator/Struktural Eselon III, 

Pengawas/Struktural Eselon IV dan V, jabatan 
fungsional tertentu dan staf atau pelaksana; 

b. calon Pegawai Negeri Sipil staf atau pelaksana; dan 

c. dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai 
Negeri Sipil yang mutasi dan/atau pindah tugas dari 
Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke 

Pemerintah Daerah, diberikan TPPNS pada awal 
tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki 

jabatan pimpinan tinggi pratama/struktural Eselon II, 
jabatan administrator/struktural Eselon III dan 
jabatan pengawas/struktural Eselon IV dan V. 

 
(2) Pegawai diberikan TPPNS setiap bulan, selain gaji 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah dan ketentuan Pasal 27 

ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi  sebagai berikut : 
 

Pasal 27 

 
(1) Pegawai tidak berhak mendapatkan tunjangan selain 

tunjangan struktural, tunjangan fungsional, dan 
tunjangan lain sesuai dengan struktur gaji pegawai  dan 
tidak mendapatkan honorarium dari kegiatan yang 

sumber dananya berasal dari APBD kecuali ditentukan 
lain sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya pada 
saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. 

 
(2) Dihapus. 

 
(3) Peraturan Bupati ini disosialisasikan selama 6 (enam) 

bulan terhitung mulai pada tanggal diundangkan. 

 
(4) Selama masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) TPPNS dibayarkan tanpa pengurangan. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 
 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 31 Desember 2018 
 

BUPATI BANGLI, 
 
    Cap/ttd 

 
I MADE GIANYAR 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 31 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 

  Cap/ttd 
 
      IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI  TAHUN 2018 NOMOR 37 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 
NIP.19650210 199503 1 003 
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